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Menimbang : a bahwa berdasarkan Kepuitusan Nomar\Q0 Tahun 1996,
%Mm ti esia khususnya
sebagai Kawasan

erpusat di Kawasan Biak;

egiatan ekonomi di kawasan

Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang

dar % empurnakan perlakuan perpajakan
e% gusaha di kawasan yang bersangkutan

c. bahwa sehubungan dengAn hal tersebut di atas, dipandang perlu
mengubah Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 tentang
Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Kawasan
Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54
Tahun 1995;

3. Keputusan ...
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3. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tang Kawasan
Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah ah terakhir

dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun‘t9 8@
t

4. Keputusan Presiden Nomor 90 T 1 g Penetapan

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terp jak;

MEMUTN: @
' NTANG\-PERUBAHAN ATAS
G
GOTAHUN 1996 TENTANG

I?I_( EMBANGAN  EKONOMI

% B
gu tusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 tentang
Q Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bik, sebagai

Menetapkan :

berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 2
Kebijaksanaan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan
KAPET Biak ditetapkan oleh Tim Pengarah, yang susunannya terdiri

dari:

Ketua : ...
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Ketua . Ketua Harian Dewan Pengembangan Kawasan Timur

Idonesia

<
Anggota . - Para anggota Dew R& Kawasan

Timur Indonesia.

- Gubernur Kepala@ngk Irian Jaya."

2. Menambah ketentuan bart ai erbunyi sebagai

berikut: & O %%

(2) Selain perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha
yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET Biak diberikan
juga perlakuan perpgakan berupa tidak dipungutnya Paak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, atas:

a. Pembelian dalam negeri dan/atau impor barang moda dan
peralatan lain oleh pengusaha di KAPET Biak yang berhubungan
langsung dengan kegiatan produksi;

b. Impor Barang Kena Pgjak oleh pengusaha di KAPET Biak, untuk
diolah lebih lanjut;

c. Penyerahan ...
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c. Penyerahan Barang Kena Pgjak oleh pengusaha di luar KAPET
Biak kepada pengusaha di KAPET Biak, unttk. diolah lebih

lanjut;

d. Penyerahan Barang Kena Pgjak u
pengusaha di KAPET Biak atau
kepada pengusaha di KAPET Biak;

e. Penyerahan Barang Kena Pg uk diol .,|- lanjut, oleh
pengussha di KAPET\Biak kepada {\’ ,

Berikat atau %z@li KA },\
N

di Kawasan

KAPET Biat, sepanjang Barang Kena Pgak tidak berwujud

tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha
yang dilakukan di KAPET Biak;

h. Pemanfaatan Jasa Kena Pagjak dari luar daerah pabean oleh
pengusaha di KAPET Biak sepanjang Jasa Kena Pagjak tersebut
mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang
dilakukan di KAPET Biak."

Pasal |1

Keputusan Presiden ini mulai belaku padatanggal ditetapkan.
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Agar ...

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahk engundangan
Keputusan Presiden ini dengan penempatannya %al 3 (I‘

Republik Indonesia. \
Ditetapk%?
pada gal 19 ari 1998
R{S EPU@NDONESIA
@ @
Qe
% " ARTO
Diundangkan di Jakéfta @
pada tanggal 19 Januari 1998 @
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